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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal, telah diundangkan Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun
2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/18/M.SM.04.00/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal
Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu
melakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun

2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta
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Mengingat

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2016
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
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100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 164);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90
Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang
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Menetapkan

Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I
Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III
Peraturan Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal Nomor
2 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 745), sehingga menjadi sebagaimana tercantum
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dalam Lampiran [, Lampiran II, dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan ini.

Pasal II
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1
Februari 2017.
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